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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitan 

Penerimaan dan pendapatan Negara Indonesia yang paling besar bersumber 

dari pemungutan pajak. Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk 

pembangunan nasional yang berlangsung terus menerus untuk mningkatkan 

kemakmuran masyarakat. Selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya 

alam dan lainnya, aspek yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan 

pembangunan nasional ialah tersedianya biaya pembangunan yang bersumber dari 

pajak (Ariyati Mete, 2020). Pembangunan nasional akan berjalan lancar apabila 

suatu negara bersumber dana yang sangat memadai. Selain untuk pembangunan 

nasional dan pelayanan politik, pajak yang dilakukan oleh pemerintah 

diimanfaatkan sebagai upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. 

Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan 

perekonomiannya sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya mempunyai fungsi penting dalam 

membangun masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya, karena mendapat satu hak dari kekuasaan 

negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperoleh kepada 

negara melalui pembayaran pajak. 

Bumi dan bangunan memberikan keuntungan atau kedudukan sosial 

ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya 
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atau memperoleh manfaat dari padanya, dan oleh karena itu wajar apabila merekaa 

diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya 

kepada negara melalui pajak. 

Undang – Undang No 16 Tahun 2009 mendefinikan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perkotaan dan Pedesaan sebagai pajak atas bumi dan bangunan yang 

dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali 

Kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan 

pembangunan. Wajib Pajak Bumi dan Pembanguunan Perkotaan dan Pedesaan 

adalah orang pribadi atau badan secara nyata mempunyai suatu ha katas bumi dan 

memperoleh hak atas bumi, atau memiliki, menguasai, dan memperoleh manfaat 

atas bangunan. Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dengan peraturan 

daerah. Besaran Pajak Bumi dan Bangunan dihitung dengan cara mengalikan tariif 

yang ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Ada beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada 

masyarakat daerah ialah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-

P2). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu  jenis pajak mempunyai 

peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, karena sebagian besar 

pajak ini dikembalikan pada daerah. Oleh karena itu pajak bumi dan bangunan 

(PBB) dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki 

struktur pendapatan dn belanja daerah (Fira, 2018). 

Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi beberapa 

bagian yaitu, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak 

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang 
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dibebankan pada seseorang atau badan yang memiliki kekuasaan, memperoleh 

manfaat bangunan atau mempunyai hak atas bangunan permukaan bumi, kecuali 

kawasan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Adapun 

dasar pengenaan Pajak Bumi dan bangunan (PBB) adalah Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP) (Ablessy, 2020). Pajak Bumi dan Bangunan juga memiliki dampak yang 

besar bagi daerah tersebut, hal itu disebabkan karena adaanya hasil penerimaan 

pajak yang digunakan untuk pembangunan di suatu daerah yang bersangkutan 

sesuai dengan peraturan UU NO.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribisi 

Daerah. Pemerintah perlu meningkatkan pencapaian Target penerimaan Pajak 

Daerah salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan  

Rebublik Indonesia, realisasi penerimaan pajak yang  bersumber dari Pajak Bumi 

dan Bangunan (PBB) selama beberapa tahun terakhir mulai dari tahun 2018 sampai 

tahun 2022 mengalami fluktuasi dari target yang telah ditentukan . Pada tahun 2018 

sampai dengan 2019 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan realisasi 

mengalami kenaikan yang signifikan. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 

realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami penyusutan yang 

signifikan pada tahun yang lalu. Menurut Kementerian Keuangan, hal tersebut 

disebabkan karena pandemic Covid-19 yang menjadi penyebab utama penerimaan 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berikut realisasi penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan ( PBB) di Indonesia mulai tahun 2018 sampai tahun  2022. 
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Tabel 1. 1 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia 

Tahun Target 

(Triliun) 

Realisasi 

(Triliun) 

Persentase 

2018 17,4 19,4 111,4% 

2019 28,99 21,1 73% 

2020 18,9 21,0 111,1% 

2021 27,3 14,8 54,2% 

2022 45,75 18,3 40% 

  Sumber kemenkeu, 2022. 

Dari data diatas melnulnjulkkan bahwa sellama tahuln 2018-2019 relalisasi 

pelmelrimaan Pajak Bulmi dan Bangulnan (PBB) melngalami kelnaikan tiap tahulnnya. 

Pada tahuln 2019 relalisasi pelnelrimaan Pajak Bulmi dan Bangulnan (PBB) melnelmpati 

posisi telrtinggi selbelsar 21,1 triliuln ataul 73% dari targelt yang ditelntulkan. Pada tahuln 

2020 Relalisasi pelnelrimaan Pajak Bulmi dan Bangulnan (PBB) melnelmpati posisi 

ulrultan kel-2 seltellah tahuln selbellulmnya selbelsar 21,0 triliuln. Pada tahuln 2020 ini, 

relalisasi pelnelrimaan pajaknya mellelbihi targelt yang tellah ditelntulkan. Belrbelda pada 

tahuln selbellulmnya tahuln 2021, relalisasi pelnelrimaan Pajak Bulmi dan Bangulnan 

(PBB) melngalami pelnulrulnan yang sangat pelsat selbelsar 14,8 ataul selkitarr 54,2% 

dari targelt yang tellah ditelntulkan. Seldangkan pada tahuln 2022 pelnelrimaan pajak 

selmelntara culkulp  tinggi dibandingkan delngan tahuln selbellulmnya yang tellah 

telrelalisasi selbelsar 18,3 ataul selkitar 40% dari targelt. Jika dilihat pada data diatas 

relalisasi pelnelrimaan Pajak Bulmi dan Bangulnan di Indonelsia masih bellulm optimal. 

Bellulm optimalnya pelnelrimaan Pajak Bulmi dan Bangulnan diselbabkan ada 

tingkat kelpatulhan wajib Pajak Bulmi dan Bangulnan telrmasulk relndah (Ablelssy, 
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2020).  Ulntulk melngoptimalkan pelnelrimaan Pajak Bulmi dan Bangulnan yang haruls 

dilakulkan yaitul melningkatkan kelpatulhan wajib pajak dalam melmbayar pajak. 

Salah satul ulpaya melningkatkan wajib pajak ialah melmbelri pellayanan yang baik 

kelpada wajib pajak. Pellayanan telrselbult belrtuljulan melnjaga kelpulasan wajib pajak 

yang nantinya dapat diharapkan melningkatkan kelpatulhan wajib pajak bagi wajib 

pajak dalam melmelnulhi wajib pajak (Elrawati, 2017). Belrikult iyalah tabell hasil 

laporan SPT tahulnan dan rasio kelpatulhan wajib pajak dalam kelwajiban pajak di 

Indonelsia. 

Tabel 1. 2 

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia 

Tahun WP 

Terdaftar 

 ( Juta) 

Realisasi 

Pelaporan SPT  

Rasio 

Kepatuhan 

2018 17,65 12,55 71,1% 

2019 18,33 13,39 73,06% 

2020 19,01 14,79 77,63% 

2021             19 15,9 84,07% 

2022 17,35 15,8 83,02% 

Sumber : www.pajak. go.id       

 

Kelmelntelrian Kelulangan (Kelmelnkelul) melnyatakan telntang relndahnya pajak 

di Indonelsia diselbabkan karelna kelpatulhan masyarakat dalam pelnyampaian pajak. 

Dalam belbelrapa tahuln selbellulmnya, pelnelrimaan pajak khulsulsnya PBB-P2 masih 

sangan relmdah. Bulkan hanya pelnelrimaan pajak nassional yang bellom optimal, 

rasio pelnelriman pajak julga melngalami pelnulrulnan. Rulmitnya pelratulran pelrpajakan 

melnjadi pelnyelbab relndahnya kelpatulhan  wajib pajak. Pelrlul adanya ulpayabaik dari 



6 

Program Studi Akuntansi 

wajib pajak maulpuln pelmelrintah ulntulk melmahami pelratulan telrselbult. Bank Dulnia 

(IMF) melnyatakan alasan melngapa rasio pelnelrimaan pajak di Indonelsia masih 

sangat relndah, alasan ultama ialah karelna adanya pelratulran di Indonelsia yang sangat 

rulmit, Keltika pelratulra pajak rulmit, maka pelmelnulhan targelt selmakin sullit 

(Kelmelnkelul, 2019).         

Pelrmasalahann melngelnai relndah ataul tingginyya relalisasi pelnelrimaan 

Pajak Bulmi dan Bangulnan julga telrjadi di Lhokselulmawel. Pelndapatan Asli Daelrah 

(PAD) dari selctor pajak di Lhokselulmawel  melngalami flulktulatif pelnelrimaan pajak 

dari targelt yang tellah ditelntulkan. Felnomelna elmpiris relalisasi pelnelriman pajak di 

Lhokselulmawel dari tahuln 2018 sampai delngan 2020 melnggalami flulktulatif. 

Belrdasarkan data yang dipelrolelh dari Badan Pulsat Statistik (BPS) Lhokselulmawel 

melngelnai relalissi pelnelrimaan pajjak. Belrikult ialah relalisasi pelnelrimaan pajak pda 

tahuln 2018-2020 (BPS,Lhokselmawel, 2022). 

Tabel 1. 3 

Realisasi Penerimaan Pajak termasuk didalamnya Pajak Bumi dan 

Bangunan di Lhokseumawe 

Tahun Target Realisasi  Pesentase 

2014 3.300.000.000 3.932.720.652. 42.01% 

2015 3.300.000.000 3.027.653.508 91.75% 

2016 3.600.000.000 3.139.261.678 87.20% 

2017 4.600.000.000 4.306.055.84 93.61% 

2018 4.100.000.000 4.972.920.304 121.29% 

2019 5.600.000.000 4.064.639.128 72.58% 

2020 4.522.500.000 3.9997.941.194 88.40% 

2021 5.930.530.000 6.088.220.896 28.81% 
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2022 6.800.000.000 9.996.220.000 65.76% 

2023 5.500.000.000 6.468.194.291 117.60% 

             Sumber : Badan Pengelolaan Keuanangan Daerah (BPKD) 

Lhokseumawe. 

Belrdasarkan data yang dipelrolelh dari Badan Pulsat Statistik (BPS 

Lhokselulmawel,  relalisasi pelnelrimaan pajak di Lhokselulmawel yang didalamnya 

telrmasulk Pajak Bulmi dan Bangulnan (PBB) melngalami flulktulasi pada 3 tahuln 

telrakhir. Pada tahuln 2021, relalisasi pelnelrimaan pajak di Lhokselmawel melnelpati 

posisi telrelndah selbelsar 28.82% dari targelt yang tellah ditelntululkan. Seldangkan pada 

tahuln 2022, pelnelrimaan pajak melngalami kelnaikan signifikan selbelsar 65.75%, dan 

pada tahuln 2023 pelnelrimaan pajak makin melningkat selbelsar 117.60% dari tahuln-

tahuln selbellulmnya. 

Ada belbelrapa faktor yang melnyelbabkan telrjadinya tingkat relalisasi 

pelnelrimaan Pajak Bulmi dan Bangulnan di Lhokselulmawel diselbabkan karelna 

pelnyalahgulnaan ataul pelnyimpangan dalam administrasi pelrpajakan yang 

belrdampak naiknya NJOP yang melnyelbabkan tulrulnnya relalisasi pelnelrimaan PBB. 

Olelh karelna itul, wajib pajak melrasa kelbelratan ulntulk melmbayar pajak. 

Sellain itul, relndahya relalisasi pelnelrimaan pajak Bulmi dan Bangulnan (PBB) 

di Lhokselulmawel diakibatkan olelh tingkat kelpatulhan dalam mellakulkan pajaknyya. 

Tingkat kelpatulhan wajiib pajak adalah salah satul pelnelntul relndah tingginya 

pelncapaian relalisasi pelnelrimaan Pajak Bulmi dan Bangulnan (Amalia,2020). 

Kelpatulhan wajib pajak ialah kelsadaran selselorang dalam mellaksanakan kelwajiban 

melmbayar pajaknya delngan pelratulran pelrulndang-ulndangan yang belrlakul (Ablelssy, 

2020). 
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Pelngarulh lain yang dapat melmpelgarulhi relndah tingginya tingkat kelpatulham 

wajib Pajak Bulmi dan Bangulnan (PBB) ialah pelngarulh pelngeltahulan pelrpajakan 

(Wullandari,2022). Minimnya pelngeltahulan wajib pajak dalam melmbayar Pajak 

Bulmi dan Bangulnan diselbabkan karelna adanya faktor yang salah satulnya faktor 

belrseljarah dan faktor buldaya yakni masyarakat masih melnganggap bahwa pajak 

ialah belban bulkan mellainkan kelwajiban. Hal telrselbult diselbabkan karelna kulrang 

melngelrti masyarakat telrhadap arti dari Pajak Bulmi dan Bngulnan dalam melnulnjang 

pellaksanaan pelmelrintah ulntulk kelpelntingan masyarakat seltelmpat, masyarakat 

hanya melngeltahuli bahwa pajak ialah iulran yang haruls dibayarkan kelpada 

pelmelrintah selhingga masyarakat bisa melmbayar pajak ataulpuln tidak sama selkali. 

Banyak masyarakat yang melnganggap bahwa melmbayar pajak hanya ulntulk 

melnulntaskan kelwajiban tanpa tahul pelran pelnting kelwajiban telrselbult bagi 

kellangsulngan hidulpnya (Chrisman dkk, 2017). 

Sellain faktor seljarah dan faktor buldaya, tingkat Pelndidikan julga 

belrpelngarulh telrhadap pelngeltahulab wajib pajak. Di Lhokselulmawel, tingkat 

Pelndidikan masyarakat hingga saat ini kelbanyakan hanya sampai selkolah dasar. 

Hal telrselbultdapat diselbabkan karelna faktor diri dalam diri masyarakat selndiri 

ataulpuln dari lular. Tidak adanya kelmaulan masyarakat dalam mellanjultkan 

Pelndidikan kel jelnjang lelbih tinggi yang melrulpakan factor yang tulmbulh dari diri 

selndiri. Seldangkan faktor yang belrasal dari lular mayarakat ialah tidak adanya biaya 

ulntulk mellanjultkan Pelndidikan yang di telmpulh, dan masih banyak faktor lainnya. 

Hal delmikian dapat melmpelngarulhi pelngeltahulan wajib pajak dalam melmbayar 

Pajak Bulmi dan Bangulnan, dikarelnakan kulrangnya pelngeltahulan masyarakat . 
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Belrikult ialah tablel melngelnai tingkat Pelndidikan masyarakat di Lhokselulmawel pada 

tahuln 2019 -2023 (kelmelndikbuld), 

Pelrpajakan melrulpakan selsulatul hal yang sangat pelnting yang julga haruls 

dimiliki olelh wajib pajak. Pelngeltahulan yang dimiliki olelh wajib pajak yaitul sulatul 

hal yang melndasar, karelna jika tanpa adanya pelngeltahulan pelrpajakan, wajib pajak 

akan melmbayar pajak khulsuls Pajak Bulmi dan Bangulnan (PBB). Apabila wajib 

pajak sadar pelntingnya pelngeltahulan pajak, namuln tuljulan pajak selrta manfaat pajak 

dari pelmbayaran pajak yang dilakulkan kelpada pelmelrintah, maka wwajib pajak 

selcara ikhlas tanpa adanya  paksaan dalam melllakulkan pelmbayaran pajak selcara 

telratulr dan telpat waktul (Novita Wullandari, 2022). 

Sellain pelngarulh kelsadaran dan pelngeltahulan pelrpajakan, faktor lain yang 

melnjadi pelngarulh kelpatulhan wajib pajak ialah pellayanan fisculs (Fita, 2018). 

Pellayanan  fisluls melrulpakan salah satul pellayanan yang dapat melningkatkan minat 

wajib pajak dalam melmelnulhi kelwajiban pelrpajakan dan peltulgas pajak julga haruls 

melmiliki pellayanan yang baik telrkait delngan selgala selsulatul hal yang belrhulbulngan 

delngan pajak. Selmakin bulrulk pellayanan yang dibelrikan peltulgas pajak, maka 

tingkat kelpatulhan wajib pajak dalam melmbayar Pajak Bulmi dan Bangulnan akan 

melnulruln. Delngan adanya pellayanan fisculs yang sangat baik melrulpakan salah satul 

cara agar dapat melningkatkan minat wajib pajak dalam melmelnulhi kelwajiban pajak 

telrselbult, selrta peltulgas pajak haruls mampul melmiliki kompeltelnsi yang baik telrkait 

delngan selgala hal yang belrkaitan delngan pelrpajakan. Pellayanan yang baik dari 

peltulgas pajaknya melrulpakan hal yang sangat pelnting ulntulk melnarik pelrhatian 
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wajib pajaknya, wajib pajak belrhak melnpelrolelh pellayanan yang baik dan julga dapat 

melningkatkan kelpatulhan wajib pajak dalam melmbayar pajaknya (Astari, 2022). 

Belrdasarkan ulraian di atas, relalisasi pelnelrimaan Pajak Bulmi dan Bangulnan 

di Lhokselulmawel kulrang elfelktif. Sellain diselbabkan delngan adanya pandelmi Covid-

19, relndahnya relalisasi tingkat kelpatulhan wajib pajak julgaa dipelngarulhi olelh 

kulrangnya tingkat kelsadaran wajib pajak dalam melmbayar Pajak Bulmi dan 

Bangulnan (PBB). Adapuln elndahnya pelngeltahulan masyarakat melngelnai 

pelntingnnya pelmbayaran pajak telrselbult yang diselbabkan olelh relndahnya tingkat 

Pelndidikan masyarakat selrta selbelrapa baik pellayanan fisculs yang dibelrikan 

telrhadap wajib pajak. Olelh karelna itul, Pelnullis telrtarik ulntulk mellakulkan pelnellitian 

melngelnai “Pengaruh Kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Faktor 

Ekonomi, Karakteristik Property, Kebijakan Pajak, Terhadap Tingkat 

Penerimaan Pajak Buni dan Bangunan (PBB) di Kota Lhokseumawe” 

1.2 Rumusan Masalah 

Belrdasarkan ulraian dalam pelmbahasan masalah di atas pelnullis dapat 

melrulmulskan pelrmasalahan telrselbult selbagai belrikult; 

1. Bagaimana pelngarulh kelnaikan NJOP telrhadap tingkat pelnelrmaan PBB di 

Kota Lhokselulmawel? 

2. Bagaimana pelngarulh faktor elkonomi telrhadap tingkat pelnelrimaaan 

PBB di Kota Lhokselulmawel? 

3. Bagaimana pelngarulh karaktelriistik propelrty telrhadap pelnelrimaan PBB 

di Kota Lhokselulmawel? 
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4. Bagaimana pelngarulh kelbijakan pajak telrhadap pelnelrimaan PBB di 

Kota   Lhokselulmawel. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Belrdasarkan pelnjellasan telntang rulmulsan masalah di atas, maka tuljulan 

masalah pada pelnellitian ini yaittul selbagai belrikult: 

1. Ulntulk.mellihat pelngarulh kelnaikan NJOP telrhadap pelnelrimaan PBB di 

Kota Lhokselulmawel. 

2. Ulntulk mellihat pelngarulh faktor elkonomi telrhdap pelnelrimaan PBB di 

Kota Lhokselulmawel 

3. Ulntulk mellihat pelngarulh karaktelristik propelrty telrhadap pelnelrimaan 

PBB di Kota Lhokselulmawel 

4. Ulntulk mellihat pelngarulh kelbijakan pajak telrhadap pelnelrimaaan PBB di 

Kota Lhokselulmawel 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapuln manfaat yang ditelrapkan dari pelnellitian ini antara lain, selbgai  

belrikult: 

1. Bagi Masyarakat 

Hasil pelnellitian ini dapat melmbantul masyarakat melmahami dampak 

Kelnaikan Nilai Julal Objelk Pajak (NJOP) telrhadap belsaran PBB yang haruls 

melrelka bayar. 

2. Bagi Nelgara  
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Hasil pelnellitian ini dapat melmbanttul Nelgara melmpelrbaiki kelbijakan 

pelrpajakn propelrty dan melnyelsulaikan Nilai Julal Objelk Pajak (NJOP) 

delngan nilai propelrty yang selbelnarnya. 

3. Bagi Akadelmis / Ulnivelrsitas 

Pelnellitian ini diharapkan mampul melnjadi bahan relfelrelnsi gulna 

melnyelmpulrnakan pelnellitian sellanjultnya yang belkaitan delngan peldoman 

Nilai Julal Objelk Pajak (NJOP). 

4. Bagi Pelnullis 

Pelnellitian ini dapat melmbelrikan kontribulsi bagi pelngeltahulan akadelmis dan 

ilmiah telntang pelrpajakan propelrty dan dampak kelnaikan Nilai Julal Objelk 

Pajak (NJOP).


